BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Harian Jogja (Hal.5)

Pemda DIY Kaji
Penerapan WFA bagi ASN

DANUREJAN-Pemda
DIY mengkajl penerapan
kebijakan work from
anywhere (WFA) bagi
aparatur sipil negara
(ASN) sebagai bagian
dari upaya efisiensi
anggaran. Kajian ini
sejalan dengan kebijakan
Pemerintah Pusat
yanq memperbolehkan
aturan fleksibilitas
kerja bagi ASN.

Yosef Leon Pinsker
vosefEnsrerjogra com

Sekda DIY, Beny Suharsono,
mengungkapkan jajarannya memiliki
pengalaman dalam menerapkan
bekerja di luar lingkungan kantor
bagi ASN saat pandemi Covid-19.
Kala itu, meski kebijakan resmi hanya
mengizinkan 25% pegawai bekerja
dari rumah, DIY menerapkannya

'Pmsipnya kami taat terhadap
aturan yang ditetapkan Pemerintah
Pusat demi efisiensi. Oleh karena itu;
kami tengah mengkaji penghematan
yang bisa dicapai. Hasilnya akan
dirilis dua hari setelah kajlan
selesal,” ujar Beny, Senin (10/2).
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» Meski
mempertimbangkan
efisiensl, penerapan
WFA tidak boleh
mengorbankan kualitas
pelayanan publlu.

B s

» Pemda mv menungqu
requlasi resmi dari

Pusat sebelum
mengambil keputusan

final mengenal
penerapan WFA,

mempertimbangkan

Meski
efisiensi biaya operasional, seperti
pengumngan penggunaan kéndaraan
dinas, dan

lnmemct Bcny menegaskan
bahwa penerapan WFA tidak
boleh mengorbankan kualitas
pelayanan publik.

"Jika WFA diterapkan, layanan
publik harus tetap berjalan optimal.
Misalnya, ramah sakit seperti RS
Paru Respira dan RS Grhasia, serta
Dinas Sosial yang menangani warga
lansia dan layanan sosial, harus
tetap beroperasi tanpa kendala,"

ujamya.
Untuk itu, Pemda DIY berencana

mengatur jadwal kerja ASN secara

rotasi, Model ini telah diterapkan
sebelumnya, seperti saat layanan
Samsat tetap buka di hari Sabtu
dengan sistem giliran pegawai.

Senin, 11 Februari 2025

Beny juga menyoroti pentingnya
koordinasi dengan pemerintah
kabupaten/kota  di DIV,
Menurutnya, fleksibilitas kerja
tidak bisa diterapkan seragam
di semua wilayah karena harus
disesuaikan dengan kebutuhan
lavanan masyarakat.

Terkait dengan tenaga kerfa
di lingkungan Pemda DIY, Beny

(P3K) sudah hampir rampung.
pegawai di DIY, yakni ASN. P3K,

dari mana saja atau WFA selama
dua hari dalam seminggu. Hal
ini merespons Instruksi Presiden
(Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi
APBN dan APBD 2025,

Pemda DIY masih menuifiggu
regulasi resmi dari PemerintaliPusat
sebelum mengambil keputusan |
final mengenai penerapan WFA,
Namun, Beny memastikan setiap
kebijakan yang diambil akan selalu
mengutamakan



